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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara yang 

dilakukan dapat dinyatakan bahwa Advis Planning dalam Pelayanan 

Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar belum efektif. 

Hal tersebut ditunjukkan oleh masih sering dijumpai  adamya 

bangunan yang didirikan melanggar peraturan yang berlaku.  

2. Berdasarkan bukti yang terlihat selama penelitian koordinasi antar 

aparatur pemerintah juga sangat tidak baik, mereka menjadikan suatu 

pekerjaan yang harusnya dikerjakan bersama atau saling koordinasi 

malah dijadikan persaingan antar kantor dinas. Dibuktikan juga dalam 

wawancara langsung tentang Advis Planning antara Dinas Perizinan 

dan Dinas Tata Kota saling memojokkan. Sehingga dalam 

pengaplikasian Advis Planning masih ada kendala yang 

menghalangi.Berdasarkan Hasil Penelitian, kendala lain aparatur 

pemerintahan di Kota Pematagsiantar masih sangat gampang tergiur 

dengan suapan, sehingga untuk menerbitkan izin atau melakukan 

sesuatu sangat gampang bagi mereka meskipun masih dapat 

ditemukan ketidaksesuaian data seperti garis sempadan bangunan 
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yang seharusnya disesuaikan dengan bangunan yang didirikan namun 

pengaplikasiannya di lapangan tidak dilakukan dengan baik. 

B. Saran  

Seharusnya aparatur pemerintahan Kota Pematangsiantar semakin 

sadar apa yang menjadi kewajibannya dan saling kerjasama sehingga 

koordinasinya berjalan dengan baik. Dengan demikian maka pembangunan di 

Kota Pematangsiantar berjalan dengan baik dan efektif sesuai denganPeraturan 

yang berlaku, khususnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Retribusi Advis Planning dan Peraturan Walikota Pematangsinatar Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan  Bangunan. Masing-masing organisasi 

Pemerintahan di Kota Pemantangsiantar sebaiknya bertanggungjawab atas masing-

masing tugasnya yaitu sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Dinas Tata Kota dengan Dinas Perizinan tetap saling 

koordinasi dengan tujuan memantau mulai dari dibuatnya Advis

Planning sampai dengan dilaksanakannya pembangunan, agar kelak 

tidak ada lagi bangunan didirikan  yang tidak sesuai dengan Advis

Planning.

2. Mengenai estimasi waktunya, sebaikya Dinas Perizinan harus selalu 

menerbitkan izin berdasarkan waktu yang telah ditentukan sejak awal 

diurusnya izin tersebut. Karena pada kenyataannya berdasarkan realita 

dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam permohonan izin,  
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setiap menerbitkan izin, estimasi waktu untuk terbitnya izin oleh Dinas 

Perizinan  sangat lama apabila tidak disuap. 

3. Sebaiknya bagian pengawasan pegawai atau audit terhadap pegawai 

lebih tegas lagi agar kedepannya tidak ditemukan lagi pegawai yang 

masih melakukan kolusi. 

4. Untuk kedepannya Pemerintahan Kota Pematangsiantar lebih selektif 

lagi memilih orang-orang yang mampu menyandang jabatan di semua 

bagian organisasi pemerintahan, dan harus lebih memperhatikan 

generasi muda yang berpotensi serta bertanggungjawab besar untuk 

menjadi bibit pejabat pemerintahan. 
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